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Perkembangan financial technology (fintech) memiliki inovasi berupalayanan aplikasi perencanaan
keuangan yang dapat menjadi alternatif pengguna jika ingin berkonsultasi mengenai rencana keuangannya
secaraonline. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
di Indonesia atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan. Metode penelitian dilakukan dengan
pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi
perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan
berdasarkan skema/model bisnisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dipetakan dari
payung hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, menunjukkan bahwa berdasarkan skema/model bisnis
aplikasi perencanaan keuangan terdapat dua jenis perlakuan dalam pengenaan PPN atas penyerahan Jasa
Kena Pgjak nyayaitu atas pemberian cuma - cuma JKP yang dikenai PPN dan atas jasa konsultasi yang
dikenai PPN. Kemudian dalam mekanisme administrasi pemungutannya juga mengikuti ketentuan Faktur
Pajak Digunggung yang mengacu pada PMK No 18/2021. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar
otoritas pajak dapat memberikan peraturan perlakuan PPN yang lebih eksplisit atas penyerahan jasa aplikas
perencanaan keuangan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak pelaku usaha serta urgensi
untuk segera menerbitkan peraturan turunan PP 44/2022 yang mengatur mengenai batasan dan tata cara
pengenaan PPN atas pemberian cuma— cuma untuk menghindari kekosongan hukum.

...... The development of financial technology has led to innovation in the form of financial planning
application services that can be an alternative for usersif they want to consult about their financial plans
online. This study aims to discuss the treatment of Value-Added Tax (VAT) in Indonesia for the submission
of financial planning application services. The research method was carried out using a qualitative approach
and qualitative data analysis techniques. The analysisis carried out by describing the Indonesian tax
regulations pertaining to the delivery of financial planning application services based on the scheme or
business model. The results of this study indicate that after mapping out the legal umbrellafor Vaue Added
Tax in Indonesia, it shows that based on the financial planning application scheme/business model, there are
two types of treatment in the imposition of VAT on the delivery of its taxable services, namely for the
provision of free JKP, which is subject to VAT, and for consulting services, which are also subject to VAT.
Then, in the collection administration mechanism, it also follows the provisions of the tax invoice that are
backed up, which refersto PMK 18/2021. This study provides recommendations so that the tax authority
can provide more explicit VAT treatment regulations for the submission of financial planning application
servicesto provide legal certainty to business taxpayers as well as the urgency to immediately issue a
derivative regulation from PP 44/2022, which regul ates the limits and procedures for imposition of VAT on
free gifts, to avoid alegal vacuum
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